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Permasalahan hutan telah menjadi isu internasional, yaitu kegiatan mitigasi
perubahan iklim di sektor kehutanan melalui Program Reducing Emission form

Deforestation and Forest Degradation (REDD+) atau Pengurangan Emisi dari
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ini  merupakan salah satu komit yang serius dalam reformasi

pengelolaan hutan salah satunya melalui Program Perhutanan Sosial.

2 http://www.reddplusid.org/index.php/program-id/59-perhutanan-sosial



Tabel 1. 2 Kategori Perhutanan Sosial dan Statusnya

Katedori Lokasi Bentuk Hak/ Pemohon Pemberi Status Dan
g Izin Hak/ Izin | Jangka Waktu
Wilayah adat di Hutan hak /- Menteri Hak Menguasai/

Hluan Adat luar hutan Negara hutan adat Masyarakat adat LHK Hak Milik
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hutannya, praktek keberhasilan ‘PF()gram utanan Sosial di Sumatera Barat

kemudian diadopsi oleh Pemerintah Pusat yang mengeluarkan kebijakan Perhutanan




Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan nomor 83 tahun

2016 tentang Perhutanan Sosial.

Maka dari itu Program Perhutanan Sosial menjadi salah satu kebijakan utama

sekitar h
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program yang cukup

* Dokumen Kebijakan Program Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016
* Tenurial adalah legal untuk hak pemangkuan lahan dan bukan hanya sekedar fakta pemangkuan
lahan. Seseorang mungkin memangku lahan , tetapi ia tidak selalu mempunyai hak menguasai.



kompleks dalam pelaksanaannya melibatkan banyak unsur sehingga dibutuhkan
kolaborasi untuk mencapai tujuannya.

Gambar 1. 1 Kolaborasi dalam Program Perhutanan Sosial
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Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi

Lembaga
Pengelola Hutan,
Masyarakat

Pemerintah Lembaga Swadaya
Kabupaten / Kota Masyarakat, Swasta,
Perguruan Tinggi

sur-unsur

pemerintah provinsi dan berba{y—ai : overnment Organization (NGO),
namun dalam kegiatan melalui komunikasi yang baik dapat dibantu oleh unsur lain

seperti perguruan tinggi, swasta, dan BUMN serta masyarakat sebagai pelaku utama



dalam pengelolaan kegiatan Program Perhutanan Sosial.dengan banyak nya aktor
yang terlibat dalam pengembangan Program Perhutanan Sosial

Setiap Desa / Nagari di Sumatera Barat mempunyai ulayat, dengan batas-batas
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sesuai dengan situasi alam di sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai, luas suatu
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nagari tidaklah sama, tergantung pada kehadiran nagari yang menjadi tetangganya.
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Jika tidak ada nagari yang menjadi tetangganya, maka luasnya ditentukan batas
.

kemampuan perjalanan seseorang, mungkin sampai di puncak bukit, tebing yang

curam sungai yang airnya deras, atau hutan lebat yang tidak dapat ditembus. Wilayah
-~

yang tidak tertembus itu disebut hutan laleh (hutan lelas) yang artinya hutan lepas

yang tidak ada pemiliknya. Ada 2 jenis ulayat dalam suatu nagari yaitu Ulayat Nagari

: e

dan Ulayat Kaum. Ulayat Nagari berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah

T .aull — ..

cadwan nagari, yang disebut juga disebut sebagai hutan tinggi. Ulayat Kaum ialah

tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah penduduk.i5 Hutan ini juga disebut
e

hutan rendah. Hutan ini lah yang selama ini sering terjadi konflik terhadap akses

kelola dan hak antara negara, swasta, dengan masyarakat.
™

yang sudah turun

temurun tergantung kepada hutan yang disebut sebagai hutan negara dapat

> AA.Navis. Alam takambang jadi guru, adat dan kebudayaan minangkabau.PT Temprint Jakarta
1986



terakomodir kepentingannya dalam bentuk pengelolaan bersama. Skema ini dapat
dijadikan alat untuk mempertemukan kedua kepentingan. Wilayah hutan dapat

dikelola masyarakat berdasarkan sistem nilai yang ada pada masyarakat dan saat
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® Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang data Progress PHBM Sumatera Barat bulan
oktober 2018



Tabel 1. 3
Jumlah Lembaga Pengelola Hutan Nagari di Sumatera Barat Tahun

2018
No | Kabupaten/Lembaga Jumlah Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN)
1 | 50 Kota Sungai Rimbang, Taeh Bukik, Kuban, Taram, Kurai, Sungai Balantiak, Pandam
(14 Lembaga) .. - E@ﬁmﬂs\% RtQ ag Sialang, Simpang Kapuak, Baruah
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tujuan yang ingin dicapai akan dapat dilaksanakan dan memberikan dampak yang

baik bagi kesejahteraan masyarakat dan manfaat melestarikan hutan. Implementasi

pengembangan Program Perhutanan Sosial juga dimasukkan kedalam Peraturan




Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Strategi Dan Rencana Aksi

Provinsi Untuk Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Plus

Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation Plus) (SRAP
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Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2014



Kesepakatan pada Gambar 1.2 merupakan kesepakatan antara Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan

Program REDD+ (Reducing Emission From Deforestation And Forest Degradation
B NAE A0 A S ) \1.“%\

| tldak' hanya mencakup pengurangan gas rumah Kkaca tetapi juga
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mencantumkan peran dari konservasi, manajemen hutan yang berkepanjangan, dan
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peningkatan stok hutan karbon. Skema ini akan membantu menurunkan tingkat
v

kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Proses penerapan
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REDD+ menitikberatkan pada keterlibatan para pemangku kepentingan. Suara dari

masyarakat, penduduk asli dan komunitas tradisional harus dijadikan pertimbangan

untuk memastikan hak mereka yang tinggal di dalam dan sekitar hutan akan terjamin,
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dimana salah satu untuk mencapai tujuannya adalah dengan melaksanakan
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..Provinsi Sumatera Barat adalah pelopor dalam kegiatan Program
Perhutanan Sosial dimana ada 2 nagari yang menjadi nagari model
Program Perhutanan Sosial yang mampu mengelola hutan yang dapat
meningkatkan penghasilan masyarakat bedasarkan kearifan lokal,
ada, Hutan Nagari Simancuang Nagari Alam Pauh Duo, Nagari
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Berikut adal;

"Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat pada 31 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB)



Tabel 1. 4

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat
Keterangan

NO | Instansi/lembaga

Sebagai anggota yang terlibat di
Wilayah.kezja

KPHL Sijunjung

pengembangan Hutan Nagari di I?;:o , sebagaimana berdasarkan
Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah sehingga terjadi

perubahan dari Struktur Kelompok kerja dimana Dinas Kehutanan di Kabupaten kota



merupakan bagian unit pelaksana teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi. Dinas
Kehutanan Provinsi sebagai pusat layanan data dan informasi tentang Program
Perhutanan Sosial, dan usaha usaha dalam peningkatan kualitas sumber daya
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penyuluh kehutanan merupakan

Dinas Kehutanan sebagai pendamping
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masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan hutan nagari,
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akt(; yang dapat menjadi perpanjangan tangan Dinas kehutanan Provinsi dalam

aw

memfasilitasi pengusulan pengusulan perizinan  hutan nagari dan membantu

Lembaga Pengelola Hutan Nagarl dalam menyusun rencana kerja pengelolaan hutan

aktor yang merupakan pelaksana dari

nagari dan pengembangannya. Kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat melalui

fasilitator juga membantu masyarakat dalam pengembangan usaha melalui kegiatan

kewirausahaan yang dapat menunjang keberhasilan yang dilakukan oleh Lembaga

Pengelola Hutan.;

Reallsa3| Program Perhutanan SOSIal tldak hanya sebatas mendapatkan izin saja
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tetapi perlu pengembangan usaha yang lebih maju, konkrit dan inovatif. Sehingga,
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keberadaan perhutanan sosial ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.



Pengembangan Hutan Nagari merupakan kegiatan fasilitasi® yang dilakukan oleh

pihak-pihak yang terlibat dalam mengarahkan, memotivasi masyarakat agar

keberadaan Lembaga Pengelola Hutan Nagari dapat memberikan dampak yang
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KPS

Penyusunan RPHD/RKU/RKT, workshop/pelatihan,
pendampingan kelola kawasan,

Fasilitasi pembentukan lembaga usaha (KUPS, BUMDes,
Koperasi), pengenalan kegiatan wusaha (sekolah
lapang/studi banding)

Fasilitasi akses permodalan, sekolah lapang, studi
banding, temu usaha, pameran, pmnosl. tasilitasi

- P.3/PSKL/SET/Kum 1/3/2016 jo. P.3/PSKL/SET/PSKL2/8/2026 | : ]
teg Pergembongon Usoho PS
luwrsn/srr/mmms tentang Renje Ditjen PSKL 2017
- B.3/PSKL/SET/KUM.1/3/2017 bantuan pemerintal PSKL

8 Fasilitasi adalah proses pendampingan yang dilakukan secara intensif kepada masyarakat terkait
mulai dari membantu perumusan rencana hingga membantu mencapai tujuan yang diharapkan


http://usahaperhutanansosial.blogspot.com/

1. menyediakan panduan, modul, alat pendidikan dan pelatihan sebagai pedoman
pembelajaran;

2. melakukan pendidikan dan pelatinan pengelolaan dan pengembangan bagi

pengelola
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peningka

Yang kedua, fasilitasi peniFlgkatan kapasitas kelembagaan

mbm

asyarakat/Je

Nyusun peraturan  nagari/a:

asyarakat hukum adat

dengan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung

jawab.



Dan yang ketiga, adalah Fasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan dalam
bentuk Pendidikan, pelatihan, manajemen usaha, inovasi usaha, temu usaha, bantuan

promosi dan pembiayaan, bantuan alat pengeolahan, pengemasan dan pemasaran
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2014,
Program Perhutanan Sosial Disumatera barat dilaksanakan awalnya pada Hutan

nagari Simanau dan Hutan Nagari Simancuang, ditetapkan sebagai salah satu



percontohan namun perkembangan keduanya mengalami hal yang bertolak belakang
,dimana hutan Nagari di jorong Simancuang lebih baik dari pada Hutan Nagari

Simanau seperti yang di ungkap salah satu fasilitator KKI Warsi sebagai berikut :
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Kabupaten Solok Selatan Sumatera Ba . yang dibuka pada tahun 1974

memiliki masyarakat yang peduli dengan lingkungan, kepedulian itu bisa dilihat

dengan aturan membuka kawasan hutan  atau menebang pohon, alasannya



masyarakat jorong Simancuang mengambil hikmah dari longsor yang pernah
menimpa kawasan bukit Panjang karang hitam, aturan itu sudah diketahui oleh
masyarakat Jorong Simancuang dan jorong yang_@[ad_a disekitarnya. Hal inilah yang
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Gambar 1.4
Penghargaan Wana Lestari Tahun 2016 dan Tokoh Hutan Sosial 2018
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dilakukan terhadap pengelolaan da‘n Uéaha- usaha yang dilakukan pada Hutan Nagari

Simancuang, melihat bagaimana aktor-aktor terlibat dan berkolaborasi untuk

mewujudkan keberhasilan Program Perhutanan Sosial pada Hutan Nagari di Jorong



Simancuang. Berdasarkan Survei awal yang dilakukan oleh peneliti maka, peneliti
menetapkan pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi pengembangan hutan nagari
Simancuang adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pertanian
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Jorong Simancuang, Dinas Kehutal Barat Sebagai leading

sector bertugas dalam memfasilitasi LPHN Simancuang dalam pengembangan usaha

melalui pembuatan Rencana Kerja Hutan Nagari, pelatihan,akses pasar, fasilitasi



dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan yang berada pada Tingkat UPTD KPH Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Selain itu KKI Warsi juga membantu masyaakat

memfasilitasi dengan melakukan berbagai kegiatan membantu menghubungkan
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Bagi masyarakat SimanCUangrn{I' enjaga kehidupan, karena

dengan menjaga hutan mereka akan terhindar dari bencana. Selain itu masyarakat

Simancuang yang mayoritas menggantungkan hidup dari pertanian sangat mengerti



bagaimana hutan menjadi sumber air untuk mengairi sawah-sawah mereka.

Masyarakat membuat sawah di kepala-kepala aliran sungai dimaksudkan agar lahan-

lahan sawah mendapatkan distribusi air yang cukup. Sedangkan wilayah hutan adat
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.Simancuang, Nagari

Alam Pauh Duo yang sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu beberapa

program yang dijalankan oleh LPHN Simancuang adalah Program Pohon Asuh yang

sudah mencapai 19 pohon pada tahun 2019, olahan kerajinan tangan dari rotan dan



tumbuhan resam, di sektor lain ada program padi organik yang cukup didukung oleh
KKI Warsi, bantuan peternakan sapi dari (UNDP) PBB (United Nation Development
Proggrame) dan unit pembuatan pupuk organik dari Iggt_oran sapi untuk suplai pupuk
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Membangun Pemahaman bersama dalam pengelolaan hutan nagari menjadi

sangat penting karena dalam pengembangan hutan nagari itu dilakukan oleh banyak



stakeholders yang mempunyai perannya masing masing, baik itu ditingkat,
Kabupaten dan Provinsi, dan ditingkat tapak LPHN Simancuang. Hutan nagari bukan

hanya berbicara soal bagaimana masyarakat setempat mengelola hutannya perlunya

P 3 i a

I@tari dan™&g unya nbiayaan, “a

' W,

/)

sial hutan seca

-\. .. ESEPAE KC .\
memﬁa_ -kese ; '“'Wk

. I g
menciptakan pengelolaan h ) skusi ini diharapkan apa
yang menjadi kendala dalam pengembangan usaha dapat dipahami sehingga dapat

mencari solusi bersama untuk mengatasinya.



Kegiatan pengembangan Hutan Nagari di Jorong Simancuang memerlukan
sumberdaya yang cukup besar, maka dari itu butuh kerjasama yang kuat dari segi
pembiayaan, sarana dan prasarana, kelembagaan baik dari Pemerintah Provinsi,
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yang berada disekitar wilayah hutan nagari Simancuang’(wawancara
dengan fasilitator KKI Warsi 29 mei 2019)




Dari wawancara diatas dapat dilihat pengembangan hutan nagari tidak akan

berjalan lancar jika hanya dilaksanakan oleh oleh LPHN Simancuang sendirian

karena adanya keterbatasan sumber daya manusia maupun financial dalam rangka
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manusia fasilitator, infrastruktur sasi dengan program-program

pemerintah daerah yang dapat memperlancar dan mempercepat keberhasilan



Pengembangan Program Perhutanan Sosial pada Hutan Nagari di Jorong

Simancuang.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dipaparkan diatas maka peneliti akan

~ et RRITAS ANV . T

melakukan penelltlan yang berjudul Kolaborasi dalam pengembangan Program
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Perhutanan Sosial pada Hutan Nagau Jo_rg'ng _§Lmancuang, Nagari Alam Pauh Duo,

Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
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Pauh Duo, Kecamatan Solok Selatan, Provinsi

Sumatera Barat



1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis
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